PEMERINTAIN KABDUPATEN PESISIR 8ELATAN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN

JETECApns Saliime Telp (0756) 2150721693, PA TN AN

Y

KEPUTUSAN

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG P
" RAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 332.1/ 3 /SatpolPP&Damkar/PS /2020

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bnhwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Bupati
Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan maka
di pandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kabupaten Pesisir Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala
Satuan tentang Penctapan Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi Pembantu Pada Satuan Polisi Pamong
Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir
Selatan;

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan  Daerah Propinsi Sumatera  Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25) Jis Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun
1957(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957
Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 195.8
Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor
Keuangan Negara (Lembaran
Tahun 2003 Nomor 47, Tamba
Republik Indonesia Nomor 4286);

17 Tahun 2003 tentang
Negara Republik Indonesia
han Lembaran Negara
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10.

1L

12.

13.

Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Pusat dan

Negara Republik
Tambahan Lembaran

Unidang- Undang
Pertmbanpon Keunnpan Antara

Pemerintah Paerah  (Lembaran
Indonesia Tahun 20041 Nomor 126,
Nepara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang - Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan  Informasi pPublik  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1387), sebagaimana
ah terakhir dengan Undang-

telah beberapa kali diub
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran
epublik Indonesia Nomor 5679);

30 Tahun 2014 tentang
(Lembar Negara Republik
292, Tambahan Lembaran

Negara R
Undang-Undang Nomor
Administrasi Pemerintahan
Indonesia Tahun 2014 Nomor
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

ntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan  Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
14 Tahun 2008

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887),
12 Tahun 2017 tentang

Peraturan Pemeri

Peraturan Pemerintah Nomor
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
oman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan

tentang Ped
Kementerian Dalam Negeri

Dokumentasi di Lingkungan
dan Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah;
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14, Pernturan Daerah Knbupaten Pesisir Selatan Homor #
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan  Susunan

Peranpkat Daerah;

15 Peranturnh Daeranh Kabupaten Pesisir Selartan MHomor 9
Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacrah  Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran
20184,

16. Pernturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nornor 33
Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi,
Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas
Jabatan Struktural Dinas Komunikasi dan Informatika;

17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan dan Pengembangan e-Government
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

18 Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 53
Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah  Daerah

Kabupaten Pesisir Selatan;

10, Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 tahun
2019 tentang Anggaran Pendapatan belanja Daerah Nomor 6
tnhun 2019 dan Perkada Nomor 37 tahun 2019 tanggal 31

Desember 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di

Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam

Lampiran | dan Lampiran II, dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Keputusan ini;
KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:

a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Utama melaksanakan  tanggung jawab, tugas dan
kewenangannya,

b. Mengumpulkan, memverifikasi dan mengklasifikasikan bahan
dan data di lingkungan Perangkat Daerah menjadi dokumen
informasi publik;

¢. Menyimpan, mendokumentasikan, menyedikan dan memberi
pelayanan informasi kepada publik;

d. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi,
e. Menjamin ketersediaan dan dan akselerasi layanan informasi

dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat
dan berkualitas;

Melayani dan memproses permohonan informasi;

g Melakukan inventarisasi informasi yang di Kecualikan untuk
disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Utama,

Scanned by CamScanner



b Menvampnilan lapornn |":|u|mmnmn prlnvannn informast dan
dokumentani  kepada Pefnhint  Pengelola Informaa dan
Dokumentasi (PPID) Utnma secirm berkaln paling sedilat )
(sntu) Tahun selon ] atnn sesum kebutuhnn
KRETIOA Pejabat Penpeloln Informani dan Dolaamentand Vembantu sebapgnimani
dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyal wewennng

a4 Memberikan  pelayanan informnai  dan menolak  permohonan
mformast vang diketahui/disetujui oleh Kepala  Dinas, dengan

ketentuan .

I. Kepala Satuan bertanggung jawab penuh terhadap semun proses

pengelolaan informasi dan dokumentasi yang, dilnksanakan,

Kepala Satuan menandatangani laporan pelaksanaan pelayanan

informasi dan dokumentasi padan perangkat daerah  untuk

diserahkan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

(PPID) Utama;

3. Kepala Satuan menandatangani  laporan keberatan — atas
pelayanan informasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi (PPID) Pembantu kepada PPID Utama.
Jelaksanakan proses Mediasi

287

b. Bersama-sama dengan PPID Utama n
atau Ajudikasi apabila terjadi sengketa informasi.
KEEMPAT: Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) Pembantu di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan tercantum didalam
Lampiran Il dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Keputusan Bupati ini.

KELIMA : Segala biaya yang ditimbul
dibebankan keputusan ini
dan Belanja Daerah pada Satuan Polisi Pamong
Kebakaran Kabupaten Pesisir tahun Anggaran 2020.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

kan akibat dikeluarkannya keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan
Praja dan Pemadam

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 4 Januari 2020
KEPALA S ﬁ_}f;l:OLISI PAMONG PRAJA DAN

A,

EBAKARA KABUPATEN

Scanned by CamScanner



. LAMPIRAN | : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN FOILER] PARIONGO NBAJACEN N [
PEMADAM KEBAKARAN KABUPXTNESISTR SIRATAN _ATAN
NOMOR  :332.1/ 2 /Satpol. PRUdD et knly PE/AAR ) 20
TANGGAL : 4 JAKUARI 2020
TENTANG :  PENETAPAN PEJABATIPENGILQLAGN FORTAM) N
DAN DOKUMENTAS! (PPID) PEMBANTU DI
LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DAN  PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN
PESISIR SELATAN

Susunan Pajabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PP1D) Pembantu

DI Lingkungan Satuan Polisl Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran i
Kabupaten Peaisir Selatan |
NO. | JABATAN SUBUNAN DALAM PERANGKAT PFID 1 |

1. ‘ i{gny_‘lq Hu_u_@_u Pembina/Atasan Pl‘ll} Pembantu

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi |

3. kamtnﬂsﬁﬁl}lﬂn (PPID) Pembantu i

3| Kabid Tramiby BuinnmEatereiimm f mopmni e enmamadamn
Pditrl thuhgama MMnsiedalat

e e

4. | Kabid Perda Bidulnn @ dhaega Pdtetamemn i Ahrerah

s Kabid Damkair

—

IR ahmPdeadiinrk dellalmeman

Bidang Sekretariat

¢ @ Repala Bub Daglan Umum dan
Kepegawaian pada Satuan  Polisi
Pamong Praja  dan  Pemadam
Kebakaran
B. RKepala Bub Bagian Perencanaan
Keuangan dan  Pelaporan  pada
Batvan Pelisi Pameng Praja dan
| Pemadani Kebakaran
4. Bidang Trantib
a hepala Bidang Retentraman Umum, | Koordinator

Kelerlraman dan Perlindungan
Masyarakal

Anggotn

Anggota

b. Kepala Beksi Kelertiban Umum dan | Anggota
KelenlFaman Masyarakat

€ Kepala Beksi Operasional, Anggota @
Pengendalian, dan Pengamanan
Ohjek Vital

f. Kepala Beksi Perlindungan Masyarakat | Anggota

E Bidang Perda
& Kepala Bidang Penegakan Peraturan  Koordinator
Daerah
b. Kepala Beksi Pelatlhan Teknis dan Anggota
Tindak Intermnal
. Anggota
€& Kepala Beksi Perundangan-undangan
€. Repala seksi Penegakan Anggota
Perundangan-undangan
F-é._
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LAMPIRANII KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR 332.1/ 3 /Satpol.PP&Damkar/PS/2020

TANGGAL  : 4 JANUARI 2020

TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dj Lingkungan
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan
ATASAN PPID
A
PPID PEMBANTU
BID,
- IDANG PELAYANAN &

BIDANG PENGOLAHAN DATA
& KLASIFIKAS! INFORMAS!

DOKUMENTASI INFORMASI

L

J <
ADMIN/ PETUGAS
INFORMASI
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